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ABSTRAK

VIA ROSALIA (2024) : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

Penelitian ini berjudul Implementasi Restorative Justice Pada Tindak
ggana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Penelitian ini dilatar
akangi oleh tidak berjalannya penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan
geri Indragiri Hilir yang optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian
il yang pertama yaitu, bagaimana Penerapan Restorative justice Pada Tindak
Pidana Lalu Lintas di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Dan yang
kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Restorative Justice Pada
Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Resforative Justice Pada
Tindak Pidana Lalu lintas di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mengadakan identifikasi
pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum yang berlaku di
masyarakat.Penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling, serta
sifat yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun lokasi penelitian
dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir , Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada
bahwa Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Lalu Lintas di
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, kenyataannya masih belum berjalan dengan
optimal. Dikarnakan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keadilan
restoratif sulit diterapkan. Hambatan yang pertama adalah tenggat waktu yang
tq{r:batas, dan hambatan yang kedua adalah nominal ganti kerugian yang tidak
sesuai.

w
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I%ta Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Lalu Lintas, Peraturan
. Kejaksaan No.15 tahun 2020.
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BAB I
PENDAHULUAN

1dio deH 6

ILEE

Latar Belakang Masalah

Persoalan Tindak Pidana lalu lintas merupakan suatu masalah yang

=N A

dikadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara berkembang seperti

HE®HYSB S

onesia. Namun diindonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa
sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik
i@' mencakup kecelakaan, dan juga pelanggaran lalu lintaslainnya seperti tidak
memiliki sim, tidak menggunakan helm,tidak dilengkapi kelayakan kendaraan,dan
lain-lain.! Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang ada didalam undang-undang

dasar republik Indonesia tahun 1945.

Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus

2}els

ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu

B[SE

newujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan

D

I@-’u lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, dan

<
tetatur.
wn

Ay

Dalam hal masalah lalu lintas sedikit menimbulkan pro dan kontra oleh

sépagian orang karna seringkali dianggap remeh sehingga menimbulkan sikap

5 jo

dak pedulian. Namun sebenarnya hal yang tidak disadari dari rasa

! Budiarto Arif dkk, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press,solo, 2007, h.3.

x
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©
kﬁidakpedulian ini dapat memiliki dampak negatif dan merugikan bagi

-
masyarkat, misalnya dapat terjadi kecelakaan lalu lintas yang berujung maut.

Hukum berusaha menjaga dan juga mengatur keseimbangan antara

Iw eyd

kepentingan individu yang egois dan kepentingan individu yang egois dan

b

kﬁ)entingan umum agar tidak terjadi konflik.Kehadiran hukum berfungsi untuk
Z

nﬁC@mastikan adanya keseimbangan antara hak individu dan hak besama.Oleh
w
kdrna itu, hukum harus bersifat pasti dan adil agar dapat berfungsi dengan baik.?

Py
o Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karna ketidaktahuan

(=
pengendara mengenai aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas dijalan, akan

tetapi seringkali juga merupakan faktor kesengajaan yang disebabkan oleh
kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu
lintas jalan.

Dalam proses penyelesian perkara tindak pidana lalu lintas secara hukum
dgngan penerapan ketetentuan hukum yang berlaku, dalam penyelesaian perkara
iﬁisering kali sering dilakukan dengan jalur diluar pengadilan dengan cara damai
aE-tara para pihak, penerapan perdamaian dalam hukum pidana artinya yaitu
p%yelesaian terhadap kasus kejahatan yang dilakukan di luar acara pidana, yaitu
d%ﬁgan penerapan perdamaian antara kedua belah pihak seperti dalam
pgnyelesaian kasus perdata, lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak
do@kui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga

=

pgfaksanaannya dipandang liar dan ilegal disebabkan tidak adanya landasan dalam
=

hifkum pidana positif.
<%}

% Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Jakarta: PT.
ika Aditama, 2006), h. 121.

nery unan)l I8



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si

@ )YEeH @

anggar aturan lalu lintas dan dapat pula disertai dengan tuntutan perdata atas

o

ugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan praktek di masyarakat, para pihak

wa)d

yang terlibat dalam kecelakaan sering kali melakukan penyelesaian sendiri
-~

salah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian,bantuan
nfasalah ganti k tersebut, d berik ti k bant

Z
kgbada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan juga kadang

t%ak mempersalahkan salah benarnya. Perdamaian dengan cara tersebut bukanlah
bgwtuk daripada restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu
Iiitas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, dan bahkan
meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice.
Untuk mencapai persamaan dan keadilan, lembaga peradilan memegang
peran penting.Operasi lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana

didasarkan pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-

updang hukum acara pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana yang diatur oleh

e

KIHAP sangat menekankan pada pelaku tindak pidana, baik terkait posisinya

Is1

sgjak menjadi tersangka hingga terpidana, serta hak-haknya sebagai tersangka

e

atau terdakwa yang sangat dilindungi olen KUHAP.

Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap

gsxaA;u

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan

5o 4

a ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian materiil secara

g3Ins

yridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara

ana, dalam KUHAP.

nery wrsey Juess u
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Selain itu, kebanyakan kasus dalam sistem peradilan pidana Indonesia

& YEeH @

biasanya berakhir dengan hukuman penjara.Namun, penjara bukanlah solusi

d

té?baik untuk menyelesaikan berbagai masalah kejahatan, terutama pada kejatahan
=

dghana kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat dapat dipulihkan,
sglingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti semula.

(Ef’ Dalam perkembangan terbaru, muncul sebuah alternatif yang diusulkan,
y%tu konsep keadilan restoratif.Keadilan restoratif adalah alternatif yang popular
dfberbagai belahan dunia untuk menangani tindakan melawan hukum (melawan
hikum secara formal) karna menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif.

Pengertian dari Restorative Justic eatau Keadilan Restoratif adalah upaya
untuk memberikan pelaku (keluarga) perbaikan hubungan yang di inginkan dan
keringanan kerugian bagi korban kejahatan (keluarga). Operasi perdamaian diluar
pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat
tefjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan denganbaik dengan
t:;fcapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.*

Kewenangan berdasarkan asas dominuslitis, membuat Kejaksaan pada

un 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

Borurers

hun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b [

T

&Esxa

aturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana

g mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali

|BIngHo

a keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban

o

refgu

: ® Glery Lazuardi, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran
Hoaks, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020. h. 130.

* Arief, H. Penerapan Prinsip RestorativeJustice dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Irgz’onesia.Vol.IO No. 2, Jurnal AI’Adl, 2018, Hal. 173 — 190.

I

p. |
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©

d%] pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan
-

stiatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun
@)

d&lam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan
=

pidana.

o

= Prinsip keadilan restoratif bukan hanya metode untuk menyelesaikan
=z

ngkara secara damai, tetapi juga melibatkan upaya untuk memenuhi rasa keadilan
s%nua pihak yang terlibat dalam perkara pidana termasuk korban, pelaku, dan
n§syarakat setempat.Penyelesaian perkara dapat berupa perjanjian perdamaian
djn pencabutan hak menuntut dari korban yang harus disetujui oleh hakim
melalui jaksa penuntut umum, sehingga dapat menghapuskan kewenangan untuk
menuntut dari korban dan jaksa penuntut umum.®

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan SE JAM PIDUM No.
01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 februari 2022 tentang pelaksaan penghentian
Pgnuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif merupakan pedoman bagi jaksayang
rr%laksankan tugas dan Kewenangannya menghentikan penuntutan demi

wn
kgentingan Hukum, Berdasarkan kepada konsep keadilan Restoratif.°

E Keadilan Restoratif berfokus pada kejahatan sebagai kerugian/ kerusakan
)
dgn keadilan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan, dengan
[ ]
wn
in untuk memperkuat peran korban kejahatan, pelaku dan masyarakat sebagai
o
L)
wn
=
&
=
o
= ® Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018

teTr@ang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
£ ® Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

p. |

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©
tiﬂa faktor penentu yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana bagi

A

kEsejahteraan dan keselamatan masyarakat.’

Penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

w eyd

2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap
-~
s&agai salah satu solusi untuk menyuarakan keadilan di masyarakat terhadap

Z
kgfidakefisienan penegakan hukum yang sering kali membawa penderitaan bagi

n%syarakat. Dengan adanya 17 pasal dalam peraturan tersebut, jaksa penuntut
ugum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka
djlam kasus-kasus tertentu.®

Sehingga Memberikan Kewenangan kepada Kejaksaan Negeri Indragiri
hilir untuk melaksakan penerapan Restorative Justice. Melihat dari jumlah kasus
pada kecelakaan lalu lintas disanadi tahun2022 jumlah kasus kecelaaan lalu lintas
15 kasus.Di tahun2023 kecelakaan berjumlah 9 kasus.Di tahun 2024
kgcelakaanlalu lintas berjumlah 4 kasus.

Jumlah Laka Lantas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Tahun | Jumlah Meninggal Luka Berat Luka Ringan
2022 15 4 6 5
2023 9 2 5 2
2024 4 1 1 2

Ag ue;[n%m:]o &C}’.{sxa!ﬁ[un-‘:}u%]sl Jje

ber: Olahan Data 2024.

" Ibid

2

nery wrgey yife

8 https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-
0-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat, diakses pada 06 Juni 2024, Pukul 20.33 WIB.
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Yang mana dari jumlah kasus kecelakaan pada tahun 2022, 2023 dan 2024

ABH @

D

térsebut beberapa diantaranya yakni Kasus pertama yaitu kecalakaan lalu lintas

d

ana tabrakan antara dua sepeda motor yang berlawanan arah, dan akibat dari

(o
UJ?],

ketelakaan tersebut salah satu pengendara meninggal. Kasus yang kedua sebuah

b

miobil pick up yang menabrak gerobak sepeda dayung yang sedang menyebrang
Z
dgh pengendara sepeda dayung tersebut meninggal. Ketiga sebuah mobil bus yang

w
hgndak mendahului truk, pada saat bersamaan datang dari arah belawanan

Py
pgngendara sepeda motor sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan

mcengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal. Kelima tabrakan antara dua
sepeda motor, akibat dari kecelakaan tersebut mengalami luka-luka dan
meninggal dunia. Selanjutnya sebuah mobil kia/pregio yangingin mendahului
sebuah mobil cold diesel mengambil jalur sebelah kanan dan kemudian datang

sepeda motor dari arah berlawanan.

Selanjutnya seorang pengendara motor dengan kecepatan tinggi sehingga

9p]

Y

hifang kendali dan menabrak dari belakang pengendara sepeda motor
@

d%'aepannya.Kasus yang terakhir sebuah mobil truk yang ingin mendahului
k'é\daraan yang berada didepannya, pada saat ingin mendahului dari arah
)

berlawanan datang pengendara motor, karna jarak yang terlalu dekat terjadilah
kecelakaan.

e

o

a Sementara itu Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah menyelesaikan
=

p'grkara secara Restorative Justice Khususnya pada pelanggaran lalu
=

lidtasKecelakaan yaitu dengan jumlah satu kasus. Dapat dilihat dari jumlah kasus
.

A ® Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri
Hzi_ir Ibu Ilam Sari.
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©
y&g telah dijelaskan diatas tidaklah sebanding dengan jumlah kasus yang telah

=

diselesaikan secara Restorative Justice. sehingga menjadi pertanyaan besar
@)

b&gaimana penarapan Restorative Justice yang telah dilakukan oleh Kejaksaan

w

Negeri Indragiri Hilir.

Maka Peneliti dengan dasar ini dan penulis akan melakukan penelitian

(o
SNS NIN

gan judul “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
FEDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR”
%Batasan Masalah

- Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalahan serta agar penelitian ini
lebih tepat sasaran, maka penulis berpendapat perlu ditetapkan Batasan masalah
yang akan diteliti berdasarkan latar belakang diatas. Oleh karna itu, dalam
penulisan ini fokus pada penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas secara

Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan kendala apa saja yang

ada dalam penyelesaian Perkara tersebut.

e}

Ct Rumusan Masalah

I

Untuk memecahkan permasalahan diatas dan membatasi proses penelitian,

|

pgmulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
< Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara Restorative

wn
po¥]
8
A
=
<
(1°]
@
5 Justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

o

2; Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak

=
= Pidana Lalu Lintas Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Indrgiri

L
S

nery wisey JueAg ue
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Tindak Pidana Lalu Lintas Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri

@
[ﬂ: Tujuan dan Manfaat Penelitian
-
€ Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah
@)
dijelaskan sebelumnya yaitu:
=
= Tujuan Penelitian
-~
S Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara
=z
(Cf’ Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
w
o b. Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian
4
j4Y]
(=

Indrgiri Hilir
E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin penulis capai dengan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan jawaban dan penjelasan terhadap permasalahan yang

9p]

Y

diteliti, dalam hal ini dapat dijelaskan Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas
@

Sgcara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan untuk lebih
n%ngembangkan pemikiran, mengembangkan pola berfikir yang dinamis, dan
)

béfkontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum.

[ ]

?.-' b. Manfaat Praktis

e

o

o Dapat memberikan informasi dan data mengenai Tindak Pidana Lalu
=

L'fj'ltas Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan
=

mberikan Pengetahuan tantang apa itu Restorative Justice.

nery wisey jueks
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©
gl
5 BAB II
-~
2 KERANGKA TEORETIS
@)
o
AS Restorative Justice
é 1. Pengertian Restorative Justice
< Istilah Restorative Justice merupakan terminologi asing yang baru di
w
Indonesia sejak era Tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di

erapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para

nE.ey

agademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan
beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses
peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan,
ajudikasi dan tahap eksekusi.*

Istilah Restorative Justice sering kita dengar dalam bidang penegakan
hukum, namun dalam terjemahan bahasa berarti keadilan restoratif. Keadilan
ré?toratif atau Restorative justice adalah perbaikan hubungan dan perbaikan
k%alahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) diluar ruang

)
sglang, dengan tujuan dilakukannya terhadap korban (keluarga) suatu
kg_ahatan(usaha perdamaian) hal ini tujuan untuk menyelesaikan permasalahan
hgkum yang timbul akibat tindak pidana. Hal ini dapat diselesaikan dengan baik
(igngan tercapainya kesepakatan diantara para pihak.Keadilan yang berlaku dalam
=N

sisitem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Keadilan

j+¥]
Reéstoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan

'® Susanti Emelia, Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis
rifan Lokal, Pustaka Ali Imron, 2021, h. 22

11
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©

tq:.l},-’tentu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani bagaimana
-~

kOnsekuansinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan Restoratif merupakan
@)

—

mddel penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan

kﬁban,pelaku,dan masyarakat.
-~

= Prinsip utama Resforative justice yaitu partisipasi korban dan pelaku,
Z

pg?tisipasi masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara, dan
n%mastikan anak dan pelaku tidak semakin mengganggu keharmonisan

A - 1
ygngtercipta dalam masyarakat.

} Pengertian Restorative Justice di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam
beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pifak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

(sl

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

Is1

pembalasan. 12

LI

Restorative Justice juga dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik

EIU[] d1

onesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan pidana

%?sxa

rdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain Keadilan Restoratif

(oW
=10 A

ambarkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku,

rban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untukbersama-sama

uBn

5

1 Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,
arta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 203

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
bahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332

;@e&

T,

nery wisey
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@
nigncari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
-~

daan semula, dan bukan pernbalasam.13

kEa
©
2 Restorative Justice, yaitu model keadilan yang mengedepankan
3

kesembuhan bagi semua pihak terkait. Keadilan restoratif atau restorative justice
-~

adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana
Z

técﬁentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat
2]

dfmasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.14

o  Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan

c
pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana

dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan
implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para
penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan
pgtaturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya

(sl

<]
hakum itubukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan olehmasyarakat.

wF|s]

berapa pengertian Restorative Justice menurut para ahli,yaitu sebagai berikut :

Menurut Tony F. Marshall mengatakan bahwa Resforative Justice merupakan

21

1
sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran

tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-

1efg uejng jo A}IsIaATU

= 13 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¥ Apong Herlina, RESTORATIVE JUSTICE, Vol. 3 No. 3, Jurnal Kriminologi
Tndonesia, 2004, H. 19— 28.

p. |
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14

sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi

. kepentingan masa depan. 15

dio yeH 6

2 Braithwaite mengatakan bahwa Restorative Justice lebih berkaitan dengan

- usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran

N Tw By

— moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling

N

(C” menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti
2]

3

.16
& kerugian.

35 Menurut Howad Zahr keadilan restoratif merupakan proses untuk melibatkan

c
dengan menggunakan segala kemungkinan,selaku pihak terkait dan

pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman,
kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan
hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan ternpatnya.17
Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu
system hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban,

f+¥]
pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah
@
pg'l'anggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.18 Liebmann juga memberikan
r@lusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

)
15' Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

-

2?.-‘ Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

nng;o&

> Mahmud Siregar dkk, “Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada
Su_ﬁmsz Emergensi Dan Bencana Alam”, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
(RKPA) 2007) h.34.
18 John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, (New York: Oxford

Uzlversny Press,2002), h. 11.

. " Bambang Waluyo, Penegakan hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 109

A ¥ Marian Liebmann, RestorativeJustice, HowitWork, (London andPhiladelphia: Jessica
KangsleyPublishers, 2007), h. 25.

nery wr
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©
3§ Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
-

4° Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
@)

5% Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara
=

= menghindari kejahatan di masa depan.
=

6= Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam

¥ mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupunpelaku.*®

Selama ini penggunaan Restorative justice di Indonesia didasarkan pada

Y Bysn

diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana
c

keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya

penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukanlah halasing

bagi masyarakat Indonesia.?

2. Ciri-Ciri Restorative Justice
Dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan
pynsip Restorative Justice sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah

<]
ntasyarakat adat Indonesia oleh karena itu upaya menjadikan Restorative Justice

w
sgaagai model alternatif dalam soal pidana sangatprospektif, tinggal di modifikasi

d%i praktik praktik yang secara konvensional telah ada dan berkembang di

=]
sﬁumlah daerah di Indonesia.?
=
wn
-
!
o
L)
wn
=
sy
0
=}
w * Ibid
E 2 Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionalisme”, (Bandung: Binacipta, 1996), h. 15

JI

2! Rahmawati Ratu, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak
P:'Dﬁana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur, (PPKn, Fak. Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, 2019), h. 15

nery w
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Muliadin Mengatakan Ciri-Ciri Restorative Justice adalah sebagai berikut:
. Kejahatan Dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan

dipandang sebagai konflik.

w ejdf yeH o

2= Fokus pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk
-~

< masa mendatang sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
Z

3(.C” Restitusi sebagai sarana para pihak, Rekonsiliasi dan Restorasi merupakan
w
=~ tujuan utama.

A
45 Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.

c
5. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.

6. Masyarakat merupakan fasiliator didalam proses Restorative Justice.

7. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun
penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung
jawab.

8. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas

9]
Y
@ perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
@
99; Stigma dapat dihapuskan melalui Restorative.
=
g Konsep ini merupakan salah satu konsep yang lebih menekankan ke
=
p@nyelesaian secara mediasi atau bermusyawarah untuk mecapai seuatu
wn
pgnyelesaian hak-hak korban dan pelaku dituntut untuk bertanggung jawab
o
Lo o
d?lgan seadil-adilnya antara kedua belah pihak.
= 3. Dasar Hukum Restorative Justice
7))
= Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum
5]
2
datam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah

nery wisew
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@
dﬁaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan
-~
(ptraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun
)

pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.
3

AEiapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut
=i

adalah sebagai berikut:?
Z

1(.C” Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang
2]

= Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

A
25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

(=
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

%
=
; Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia
&
r@mbuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman
f')
pglyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif , antara lain 23
E.
15 Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
<
o SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam
Lo o
7))
£ Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”).
=
=)
7))
!
g 22 Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradialan umum, Lampiran Surat

Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember
2090 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.
23 7.
1bid

nery wise
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@
23,: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

=

© Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan
@)

—

© 15/2020) dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
3

= MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

=

= tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan Keadilan  Restoratif
Z

(C” (Kepdirjenbadilum 1691/2020).
w

B, Tindak Pidana Lalu Lintas

A
o 1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

c

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan
istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam bahasa
Jerman dan Belanda, digunakan istilah delict. Sedangkan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari
Wetboek van Strafrecht Netherland, maka pembentuk Undang-Undang

mgnggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal

(sl

f+¥]
sebagai tindak pidana.
@
g Istilah straf baar feit, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit.

Sré;af diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau

u

bgieh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

-
wn

J\Edi istilah straf baar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan

- . 24
y@g dapat dipidana.

4 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 19.
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Simons merumuskan, “strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam

gan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang

1dB NeH o

5925

=24

dflakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila

Alru

pecrbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk
Z
dgTam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur

w
objektif dan unsur subjektif. 4

A

>  Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan
c

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari
si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lalu lintas angkutan jalan

dapat diartikan sebagai perjalanan bolak-balik berkaitan perjalanan di jalan dan

=
<]

perhubungan antara suatu tempat, secara normatif pengertian lalu lintas angkutan
@
jzgén dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-

updang LLAJ (Lalu lintas dan Angkutan Jalan) terdiri dari beberapa padanan kata

=

y%flg terpisah, pertama lalu lintas dan kedua angkutan. Pergerakan kendaraan dan
=

wn
ogng di ruang lalu lintas jalan ialah diperuntukkan prasarana bagi gerak
o
k’é%n'hdaraan untuk perpindahan yang berupa jalan yang merupakan fasilitas
=
p&dukung berdasarkan definisi dari undang-undang nomor 22 tahun 2009
=

tefitang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut singkatan dari (UU LLAJ).
<]

- 5 E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asasa-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,

s§ria Grafika, Jakarta, h. 205.
% Amir Ilyas, op.cit., h. 45
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Tindak Pidana Lalu Lintas adalah tindakan seseorang yang bertentangan

gan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang

df yeH o

té¢maksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

U.|§1

A&igkutan Jalan. Penindakan Pelanggran lalu lintas adalah tindakan hukum yang
=

d%ljukan kepada pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas
Z

Ké€polisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Tindak Pidana yang dimaksud diatas adalah sebagaimana di atur dalam

Y Bysn

Pgsal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa
27C“Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib Berperilaku tertib dan Mencegah
hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.” Jika
Ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu Tindak

Pidana.

Berdasarkan pada pengertian tentang Tindak Pidana dan pengertian lalu

}e31s§

B

tas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

dak Pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

wiE sy

eorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga

2]
BT

=
pgjalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas
: berlak
ang berlaku.
b
=)
; 2. Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas
=
& Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak
=
dﬂ)encanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau
5.
~ %’ Pasal 105 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jabfan, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025

I
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©

r%iiasi menyebabkan cidera atau kemungkinan cidera.?® Menurut D.A. Colling
-~

sébagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier sebagai tiap kejadian yang tidak
@)

ditencanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor
3

lii'gkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang
N
mcengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cederaataupun tidak,
Z
kgéakitan, kematian, kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan

w
lﬁmya.29

A
&>  Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai

c
berikut : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak

diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna
Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:
1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
a.Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
b%Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

®

c® Kecelakaan Lalu Lintas berat

8

2. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

n»

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.

SIdATU

3=Kecelakaan Lalu Lintas Sedang sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

0 A

"'m”merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan kendaraan atau
=
orbarang.

mrefg u

%8 H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach, (New
York: McGrawHill, 1980), h. 22.

2 Marc M. Schneier, “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to
LagalLlabzlzty and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Asscociation, 1999), h. 14.

)I
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©

4%Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
-~

©merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka
©

Dberat.
3

5—Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh
N
Skelalaian pengguna jalan,ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan

Udan/atau lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi

Y Bysn

kgrban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan
c

korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Korban meninggal dunia atau mati

2. Korban luka berat

3. Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat

5

arahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam

as sebagai berikut :

1sfare

Tuae

1=Klasifikasi berat Apabila terdapat korban yag mati (meskipun hanya satu

D

n

orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.

ATU

(1°]
2% Klasifikasi sedang Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai

A}

o sekurangkurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.
L)

7))
3¢ Klasifikasi ringan Apabila tidak terdapat korban mati dan luka luka berat dan

e

= hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.
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©

4& Klasifikasi lain-lain Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya
-~

©berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas
©

Dlain.
3

C- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

=

e Pengertian Perja No. 15 Tahun 2020

Z

(C” Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan,
2]
pgmeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.Dengan melihat pada tahapan

A
tersebut maka komponen dalam system peradilan pidana meliputi kepolisian,
c

kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyar'clk'cltan.30

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Menurut peraturan
ini dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan
terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, tetapi apabila korban dan pelaku
sudah sepakat untuk damai.Selain itu juga memberikan ruang terhadap

f+¥]
perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep restoratif.Keadilan

w
r%—s'toratif adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar

p'élgadilan, atau juga dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR).Pada
=
u%umnya ADR ini digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk

I

o - 31
lﬁéus pidana.

(0]

a Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait
=

Keadilan Restoratif tidak lepas dari kasus yang berkaca pada penerapan proses
=1

v p)
= % Mirdad Apriadi Danial, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11,
No:01 ,2022, h. 16.

A 31 Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif
R?e:storative Justice, Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021. h. 22.
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@
hﬁkum terhadap kasus nenek minahdan kakek sarimin yang harus medekam di
-~
jétuji besi sebagai terpidana.Kasus nenek minah yang didakwa melakukan
©

pehcurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan 15 hari dengan masa
3

p&cobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa yaitu kasus kakek samirin
=

yacng divonis bersalah 2 bulan 4 hari karna mencuri getah yang harganya sekitar

K{_ﬁ. 17 ribu. Dalam kasus nenek minah dan kakek sarimin ini penegakan hukum
2]
s¢harusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum

A
terhadap kasus-kasus tersebut. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana
c

(KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran Tindak Pidana bukan
besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau
tidak.*

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak
mempunyai pilithan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Secara material
pgtbuatan yang dilakukan nenek minah maupun kakek sarimin telah memenuhi

<]
unsur delik pencurian, walaupun secara hati nurani perkara tersebut tidaklah

w
lgak untuk disidangkan. Maka dari itu diperlukan mekanisme penegakan hukum

y%lg berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga aparat

=
m;éngedepankan proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang

=
wn
nEndasari Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

o
2&20 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*®

Sesuai dengan proses peradilan pidana Indonesia terdiri atas serangkaian

Es ueyn

ap yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan

%2 Octavianne,H. Penuntutan dengan Hati Nurani, Surabaya : Reative, 2020.h. 49.
3% Wibowo,K. T, Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil, Depok: Papas
r Sinanti, 2020. h. 58.

w2
nery wigey yiye



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

25

©

oﬁh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga
-~

p€midanaan oleh pengadilan. Tahap tersebut merupakan suatu proses yang sangat
©

k®mpleks. Semua itu bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran
3
nmateril, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
-~

decngan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan juga tepat.®*

Rumusan yang ada di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020

SNg N

afanya syarat-syarat suatu perkara dan pelaku agar dapat dihentikan

A
pgnuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai subjek atau

c

pelaku yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan
residive) dan syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak
pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan

penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai

barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta

%
=

Pada dasarnya hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung

u@]sl aje

mor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan

!

(Opiring) dan jumlah denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung tersebut

nyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang mana proses

2B1u

yelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, dalam pasal

0 1@151

\S)

ang menyatakan :

34 .
1bid
% Indonesia, Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 5 Ayat (1).
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©

1% Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan,
-~

© penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai

barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1.

w eyd

= Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.
-~

52.500.000,00 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk
Z

(C” memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut tersebut dengan acara
2]

=~ Ppemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

A
35 Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua

c

pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.36

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020
yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan haruslah mampu
mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdsarkan hukum dan
juga mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib
n%nggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup didalam
n%%syarakat.Pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan
d@entikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya untuk

=
p%l'aku yang baru pertama kali melakukan dan dia bukan residivis, dan juga hanya

=
wn

t\(ir‘-hadap jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut dikarnakan tidak berlaku
o

tég‘nhadap jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan

=
I\E‘rnor 15 tahun 2020 yang meliputi:Tindak pidana terhadap keamanan Negara,
=

nfrtabat presidan dan wakil presiden, Negara sahabat, kepala Negara serta

) jrre

% Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian
asan Tindak Pidana Ringan.

I Se
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©

W%kilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua yaitu tindak pidana yang
-~

diancam dengan ancaman pidana minimal.Tindak pidana narkotika, dan tindak

1d

pttlana lingkungan hidup serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.37

Penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan demi hukum

NEN A1 w

gan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan
um yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan

cgpat, sederhana, dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan
A
pgnanganan perkara yang dilaksanakan menggunakan kedilan restoratif yang
c

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-und'clngan.38

Agar proses penegakan hukum lebih efektif yang diberikan oleh undang-
undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,
dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 telah diakomodir penyelesaian
melalui proses perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Proses perdamaian ini

diJakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tanpa

=
<]

tékanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian tersebut penuntut
@

ugum berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak memiliki kepentingan atau

kgerkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka. Proses perdamaian dan

=
pEr'nenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak

-(
pEnyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).®
=]
Lo o
5]
=
=
o
=
v o)
E 37 Indonesm Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 5 Ayat (8).
= ® Sariranastiti, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2080 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Malang: Universitas
Mithammadiyah Malang, 2021. h. 33.
% Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Op Cit. Pasal 9 Ayat (4).
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@

gl . .

o 2. Proses Restorative Justice

-~

€ Proses perdamaian dilakukan dikantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi
o
atdu keadaan yang tidak memungkinkan karna alasan keamanan, kesehatan, atau
3

kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilakukan di kantor pemerintah atau

b

tecmpat lain yang disepakati dengan surat perintah dari kepala cabang kejaksaan
Z

nggeri atau kepala kejaksaan negeri.40

w

~  Agar proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat

kgsepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, yaitu berupa
(=

sepakat berdamai dan disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat
berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. kesepakatan perdamaian
tersebut di tandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi dan diketahui
oleh penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai juga pemenuhan
kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan

ngta pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.Sedangkan kesepakatan

<]

perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, maka penuntut umum membuat
@

bgrita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.Dalam hal kesepakatan

ti@ak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesusai kesepakatan

=

p%fdamaian maka dari itu penuntut umum:
=

wn
E.-‘ Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara.

o
2’{3 Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan

3
o
=
«
(¢
o
[
—
g
=
=N
)
17}
)
=
=
«
)

0 Afifah,R. N, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1998. h. 46.
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@
3§ Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.41

Penuntut Umum melaporakan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

1d1o Y

atdu Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai,

W g

d;zélgan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat,
sganjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian
pghuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada kepala kejaksaan tinggi. Kepala
Ig%jaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian
pg'luntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dan disertai dengan
pge:rtimbangan dalam waktu paling lama 3 hari sejak permintaan diterima. Dalam
hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan
Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian

penuntutan dalam waktu paling lama dua hari sejak persetujuan diterima. Dan

sugat ketetapan penghentian penghentian penuntutan yang dimaksud dicatat dalam

=
<]

Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan

IS

penyampingan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan

T

&aggimenolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut

Eb

u

ushum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.42

Hsia

* Penelitian Terdahulu

A

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa

ans jo

penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat

dikan referensi, penelitian-penelitian tersebut adalah :

* Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 10 Ayat (1).
*2 Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Op Cit. Pasal 12 Ayat (3).
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©

1£Zainul Akbar, “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana
-~

© Pelanggaran Lalu Lintas”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
@)

9 vaitu terletak pada pembahasannya yakni tentang Penerapan Restorative
=

— Justice sebagai upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
-~
ESedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini yaitu penelitiannya
Z
(Ef’dilakukan di kepolisian sementara itu penelitian penulis dilakukan di
w

~ kejaksaan. Dan juga terdapat pebedaan pada jenis penelitian. Disini Penulis

A - - - . i
& Mmenggunakan jenis penelitian sosiologis, sementaraitu pada peneltian tersebut

(=
menggunakan jenis penelitian normative melalui cara melakukan penelitian

deskriptif analisis.
2. Muriyanto Muriyanto, “Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif
(Retorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan
Komering Ilir”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
terletak pada pembahasannya yakni tentang Penerapan Restorative Justice

sebagai upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan

] dTure|sy 2jelg

perbedaanya adalah pada penelitian ini yaitu penelitiannya dilakukan di

JATU

" kepolisian sementara itu penelitian penulis dilakukan di kejaksaan. Dan juga

JISI

" terdapat pebedaan pada jenis penelitian. Disini Penulis menggunakan jenis

0 A

a penelitian sosiologis, sementaraitu pada peneltian tersebut menggunakan jenis
=
= penelitian normative melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis.

u

3i,nEfendi, Yulia, Hamdani, “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan

ie

Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang

nery wisey J
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©

gMenyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Persamaan penelitian ini dengan
-

€ penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yakni tentang penerapan
@)

© Restorative Justice sebagai Upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu

w

- Lintas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada populasinya, pada
penelitian ini yang menjadi populasi adalah Polres sedangkan pada penelitian

penulis yang menjadi populasi adalah Kejaksaan. Dan juga terdapatpebedaan

ASNS NIN X

o~ bada jenispenelitian. Disini Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis,

— sementaraitu pada peneltiantersebutmenggunakanjenispenelitian normative

ne

melalui caramelakukan penelitian deskriptif analisis.
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BAB III

METODE PENELITIAN

AU e1d1o YeH ©

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang

< TREN

ing disebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji Law as it in society,

tu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan Yuridis

E){éﬂs

Sasiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau
kgadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
fakta atau data yang dibutuhkan.®
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum
Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau suatu aturan
dalam hal ini penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini
dgebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini
(¢

j@a dilakukan yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan
po¥]

dglam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga

c N
kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan
<
(1°]
pgmerintahan.Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah penelitian hukum
=
e . . ;
dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
L)
wn
=
&
=
9p]
L)
j+¥]
=
g) * Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2606), h. 23.

I

32
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Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses berlangsungnya

1di1o €N 6

peénelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah penelitian

w

berlangsung.** Dalam penetapan lokasi penelitian harus di pertimbangkan terlebih
-~
dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang

Z
dicﬁutuhkan.Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian

ili_ dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang berada di Kabupaten
I@ragiri Hilir. Adapun dalam pengambilan lokasi penelitian ini karna
bge:rdasarkan Permasalahan yang penulis teliti yaitu jumlah penyelesaian perkara
Tindak Pidana Lalu Lintas yang telah di selesaikan dengan Restorative Justice di
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidaklah sebanding dengan jumlah Perkara
Tindak Pidana Lalu Lintas di sana. Kejaksaan merupakan istansi yang sebagai

fasilator untuk menerapkan Restorative justice.

D,, Populasi dan Sampel

3

o a. Populasi

@

g Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah

tQBik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang

u

b%fada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, kelompok,
[ ]
wn

a&u organisasi). Sedang “apa” yang akan diteliti merujuk pada isi, yaitu “data
o

a@”, cakupannya (scope) dan juga waktu.*>Adapun yang menjadi populasi dalam

=
p'gnelitian ini adalah pihak KejaksaanNegeri Indragiri Hilir.
=

wn

L<

g_ ** Dr. Muhhaimin, SH.,M. Hum, Metode Penelitian, (Mataram University Pers, 2020), h.
920

2~ ® Dr. Zuchri Abdussamand, S.LK., M.Si, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Syakir
Mgdia Pers, 2021, h. 131.
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@

§ b. Sampel

-~

2 Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan sebagai narasumber, atau
©

partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.Sampel dalam penelitian
3

kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karna tujuan

N

penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.*®

(C” Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive
s%npling. Purposive sumpling ini merupakan pengambilan sampel sumber data
dgngan pertimbangan tertentu, untuk mendapatkan informasi yang akurat atau
r:l:aksimum.47 Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Populasi dan Sampel

No Responded Populasi Sampel Presentase

1 | Kepala Seksi Tindak 1 Orang 1 Orang 100%
Pidana Umum

2 | Jaksa Penuntut Umum 2 Orang 2 Orang 100%

Y

@3 | Pihak Korban 1 Orang 1 Orang 100%

wn

g Sumber: Olahan data penelitian 2024.

Enc Jenis dan Sumber Data

)

= Data adalah unsur paling penting dalam penelitian.Dikatakan penting

[ ]

wn

@na semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa

=]

daa, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian.*® Dalam

=

&

=

A

*® Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Alfabet, 2014, h. 49
47 .
1bid
*® Dr. Nursolikin, S.Ag., M.H, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit
ra Media, 2021, h. 116

g\?)] Jrae/

| §
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©

pgﬁelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data agar tercapainya
-

kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :
@)

a® Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,

Iwl

:yaitu perilaku masyarakat atau lainnya melalui penelitian. Data yang dapat
memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang

berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diterima langsung dari informan

atau narasumber melalui wawancara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri

d BISNS NIN X!

* Indragiri Hilir.

nel

b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data.”® Adapun data skunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah melalui sumber lain yaitu data yang diperoleh dari jurnal,
buku-buku serta artikel dan juga sumber-sumber data lain yang ada di internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan

83¥35

gamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari

=)

untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik

lllé] ST

gumpulan data sebagai berikut:

5=
o1

ATU

a< Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

0 A}1s13

a gejala yang akan di selidiki. Observasi ini merupakan salah satu caramelakukan

n

;? pengamatan melalui penglihatan, pendengaran dan lain-lainnya terhadap
=

& fenomena yang terjadi.

* Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabet, 2014, h. 54
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©

=k
b, Wawancara
-~

L, Pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung antara
©
peheliti dan informan atau narasumber agar tercapainya tujuan yaitu mendapatkan
3
informasi secara langsung.

=

CE Studi Pustaka
e

(C” Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, Jurnal, Peraturan
2]
Pgrundang-Undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
A e
pgrmasalahan penilitian.
c
d. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu dokumen catatan pada suatu peristiwa tersebut
yang sudah berlalu, sepeti dokumen yang berbentuk gambar, tulisan, atau karya
ilmiah dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

21e31S

analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis

upun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Proses

wB[s]

lisis dimulai dengan mencari dan menyusun secara sistematik data yang di

fBDI

a

u

atkan melalui wawancara, catatan lapangan dan studi pustaka seperti buku-

&%sxa@'

u yang berkaitan ataupun bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di

Ssgo

pahami dan dilanjutkan penuangan dalam hasil penelitian.
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©
T
& BAB V
-~
o
rel PENUTUP
o
P&Kesimpulan
z Berdasarkan Jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Implementasi
R%torative Justice Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri
(=
I-ﬂir maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
4]
1;pDiketahui bahwa Penerapan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas
j4Y]
<di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidaklah semua kasus berhasil

diterapkannya keadilan restoratif. kenyataannya masih belum berjalan dengan
optimal, Dikarnakan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keadilan
restoratif sulit diterapkan. Salah satunya waktu yang terbatas dan juga ganti
rugi yang tidak sesuai. Dalam penerapannya jaksa mengikutisyarat yang ada

didalam peraturan kejaksaan, sehingga yang telah diterapkan oleh Kejaksaan

9p]
§:Negeri Indragiri Hilir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(¢

25._n':Adapun Faktor Penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam
po¥]

=Ppenyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu pertama waktu

c
Syang terbatas, Dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan
<

(1°]
= restoratifdiketahui bahwa jaksa memiliki tenggat waktu 14 hari untuk

I

0 A}

memproses suatu perkara.Dengan tenggat waktu yang singkat tersebut menjadi

J

hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Indragiri

S_uejng

hilir.Dikarnakan dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku

1IeA

membutuhkan waktu lama karana kebanyakan masyarakat belum memahami

3

konsep keadilan restoratif. dandalam proses administrasi berkas juga

60
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©

gmembutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karna itu dengan tenggat waktu

=

€14 hari tersebut menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam
@)

gmenerapkan keadilan restoratif disana.Dan juga faktor penghambat yang sering
=

—terjadi adalah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak korban

=

Esehingga sulit dipenuhi oleh pihak tersangka.
Z

B/ Saran

(=

w

~  Agar pelaksanaan keadilan Restoratif pada pelanggaran lalu lintas di
py

Kgjaksaan negeri Indragiri Hilir berjalan dengan lebih baik lagi, penulis memiliki
bge:berapa saran :

1. Bagi pihak penegak hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
konsep dan manfaat keadilan restoratif. Sehingga ketika terjadi kasus semua
pihak sudah lebih siap dan memahami proses yang akan dilalui. Dalam hal ini
pemahaman masyarakat sangat berperan penting terhadap penerapan keadilan
restoratif, agar penerapan keadilan restoratif lebih baik.

2o Pemerintah perlu segera memperbarui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun
2020, karna tenggat waktu 14 hari terlalu singkat bagi kejaksaan untuk

menerapkan keadilan restoratif. Akibatnya, penerapan keadilan restoratif di

" Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menjadi tidak optimal.

dATU ) DTWR[S] 3}e}S
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